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PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN

MENGGUNAKAN COMPUTER ASSISTED TEST BADAN HEPECGAWAIAN

NEGARA

Pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu
Enam Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

L

Dr. Mardjoeki, Be.IP., M.Si., NIPF 195907121983031002 , =clzku
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kernenterian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, vang berkedudukan di Jalan Raya Gandul n
Cinere, Depok, Jawa Barat, 16512, yang sclanjuinyva dalam Perjanjian
Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

. Bima Haria Wibisana, seclaku Hepala Badan Kepegawainn Negara,

berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoye nomor 12, Cit
Jakarta Timur, 13640, vang selanjutnva dalam Perjanjian Kerjasama in
disebut PIHAK KEDUA.
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK HEDUA uniuk selanjuinya secara hersama-
sama disebut sebagal “PARA PIHAK" dan secara masing-masing disebut
schagai “PIHAK™ terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut :

| Undang-Undang Nomor 5 'lahun 2014 tentang Aparanur Sipil Negara
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494}, vang antara lain
menyebutkan bahwa Dadan  Kepegawaian Negaa  adulub  lembogs
pemerintah  nenkementerian  vang  diberi  kewenangan  melakukan
pembinaan dan menyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara
secara nasional; dan

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nemor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5655).

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoncsia
Momor: MHH-05IN.04.02 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan
Assesspiend Cender dan Sixon ITnformus]l  Sumber Days Manu=a
Berbaszis Kompetensi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republike Indonesia.

1. Burot lcpala Daden Foengomibangen Dol Daya Maousia ok Qo

Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

No SDM-3.DL 03.03-336 tanggal 29 Maret 2016 perihal Permohonan uji

Kompeternsi metode CAT Kementerian Hoknim dan Ham Tahon Anggaean

2016,

. Burat Kepala Pusal Pengembangan Sistern Rekrutmen ASN Nomor

011/8/PPSR-ABN/IV /2016 tangeal 14 April 2016 perihal Pelaksanasn Ui

Kompetensi Pegawai di linglungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

N

Manusia.
Selanjuinya PARA PIHAK scpakat untuk membuat Perfanjian Kerjazama
dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia melaha
penyelenggaraan Uji Kompetensi bagl Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menggunakan
Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Nepara vang diselenggarakan
oleh PARA PIHAK, dengan ketentuan schagai berilout

2
FEAK PERTAMA "\ I T MHAAKEEDUA
Cebretans BRSO Hukwn dan HAM ] 5 Serretans (Hama Badan Kepegawaian
Kmenferian Hukum dan HAM ll'h-"" Hegars




Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

(1) Ujii Kompetensi adalah Suam proses Perbandingan Kompetensi yang
dimiliki PNS dengan Kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan
menggunakan alat ukur tertentu untuk mengetahui potensi dan
kompetensi PNS, | .

(2] Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak
PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan scbelumnva, sehinges
kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat
dipenuhi,

Pagal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
{1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan
kerjasara  antara PARA PIHAK melalui  Penyelenggaraan  Uji

Eompetensi bag Pegawai Negeri Sipil Kementerian Huloam dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menppunakan Computer

Asgisted Test Badan Kepegawaian Negara.

(2} Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untulk :

a. mempercepal proses indentifilkasi kompetensi sumber daya manusia
Kereneriae FURLm dun Hel Asas Manisis Kepublil ndondsa;

b. memperoleh data dan informasi  dalam menyusun strategi dan
program peéngembangan  sumber daya manusis  Kementerian
Hukum dan Halk Asssi Manusia Republilk Indonesia;

c. mengembangkan sisterm  informasi  sumber daya manusia
Kementerian Hulkum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berbasis kompetensi yang akurat lengkap dan up to date;

d. meningkatkan transparansi dan obyektifitas seleksi dalam  wji
kompetensi dengan menggunskan Computer Assisted Test Badan

Kepegawaian Megara; dan
e, mensosialisasikan  sistem  Computer Assisted Test Badan

Kepagawaian Negara.,

Pasal 3
RUANG LINGHUP
Ruang lingkup pelakesanaan Perjanjizn Kerjasama ini meliputi;
(1) Penyelenpparaan Uji  Kompetensi bagi Pegawai Neperi Sipil
Kementerisn Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
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dengan menggunakan Computer Assisted Test Badan Kepegawaian
MNegara;
(2) Kewajiban dan Hak:
(3} Janghka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
(4] Pembiavaan.
Pasal 4
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Penvelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurof &,
dilaksanakan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara uniuk 10
(sepuluh) unit Eselon 1 Kementerian Hulum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan 3 (lima) Kantor Wilavah Kementerian Hukum dan
Helk Asasi Manusia sebagai berikut:

2. Lampung

3. Kalimantan Tengah
4. Sulawesi Tenggara

3. Nusa Tenggara Timur

Pasal 5
HKEWAJIBAN DAN HAK

{1) Kewajiban dan Hak PIHAK PERTAMA:
a. PIHAK PERTAMA berkewsjiban:

1| menyerahkan data peserta yvang akan mengikuti wuji kompetensi
paling lambat 7 {tujuh) hari kalender scbelum pelaksanaan uji
kompetensi kepada PIHAK KEDUA.

2) Menverahkan materifsubtanai yang akan dijadikan  bahan
pembuatan sosl dalam wji kompetensi paling lambat 30 [tHga puluh)
hari kalender sebelum pelaksanaan uji kompetensi kepada PIHAK
KEDUA.

b, PIHAK PERTAMA berhak :

menjadikan hasil uji kompetensi sebagai dokumen masukan sesuai
dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

(2} Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA berkewajiban:
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1} Membuat scal uji kompetensi berdasarkan materi/substansi
instanst vang diberikan cleh PIHAK PERTAMA.

2) melakukan fasilitasi uji kompetensi.

3) melaporkan secara tertulis hasil peayelenggaraan uji kompetensi

kepada PIHAK PERTAMA.

menyiapken sarana dan prasarena lsinnya vang dibutuhkan

dalam pelaksanaan uji kompetensi.

b. PIHAK KEDUA berhal:

menyimpan dan menggunakan materi/substansi untuk keperluan
pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara
secara nasional.

4

—

Kewajiban PARA PIHAK:

a. menolak intervensi dari pihak manapun vang dapat mempengaruhi
hasil uji kompetensi.

b. menjaga kerahasiaan hasil uji kempetensi,

Pasal 6
JANGHA WAHTU HERJASAMA

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 [satu)

2

tehun terhitung sejak ditendatangani oleh PARA PIHAK,

Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah dan/atau diperpanjang
scbelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, sesuai dengan
kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan
terlebih dahulu dilakukan koordinasi sclambat-lambatnya 1
(satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian
Kerjasama ini,

Pasal 7
FEMBIAYAAN

Scgala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanasn Perjanjian
Kerjasama ini dibcbankan pada DIPA Badan Pengembengan Sumber Daya
Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak
Agasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anpgaran 2016 dengan
nerpegang pada prinsip akuntabilitas dan (ransparansi.

PIHAK KEDUA hanya menerima pembiayaan berupa honer fasilitator, hanos
narasumber, honor tim kegiatan dan biava perjalanan dinas beseria
akomodasi yang dilaksanalan sesuai persturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai standar biaya.
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(31 Pembiayasn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat
penctapan, penugasan, dan/atau permintasan tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

{4} Dalam hal PIHAK PERTAMA hanya menyampaikan permintaan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayal (3), PIHAK KEDUA menindaklanjuti

dengan menerbitkan surat penetapan dan/alau surat penugasan,
FPasal B
PENYELESAIAN PERSELISIAN

(1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan
penalsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini
PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufalkat.

(2) Apabila tidak dapat disclesaikan secars musyawarah untuk mufakat
schagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK setuju
untuk disclesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pazal 9
PENUTUP

{1

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarla pada hari,

tanggal, bulan dan tahun sebagaimana discbutkan pada awal Perjanjian
Kerjasama ini, dibuat dalam ranghkap 2 jdua) asli, masing-masing sama
bunyinya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hulum yang sama

setelah ditandatangani PARA PIHAK;
(2

yang baik,untuk dipatuhi dan dilaksanakan olch PARA PIHAK;

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

Eﬁm 1m

Dé. MARINDEKI, BC.IP., M.SI.
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